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: Selasa, 02 September 2025

: Kompas
2

enonaktifan An
Tak Berimplikasi

gota DPR

Hukum

UU MD3 dan Tatib DPR tak mengenal istilah nonaktif bagi anggota DPR. kesungguhan parpol untuk
menindak anggotanva vang bermasalah akan terlihat jika diikuti dengan pemberhentian dari DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan
sejumlah partai politik menon-
aktifkan anggotanya yang dini-
lai bermasalah tidak berimpli-
kasi hukum apa pun Karena
istilah itu tak dikenal dalam
undang-undang. Partai politik
seyogianya segera menindak
lanjuti penonaktifan tersebut
dengan pemberhentian  atau
pemecatan sebagai kader. De-
ngan begitu, kader hermasalah
tersebut benar-benar berhenti
secara permanen dari DPR dan
dilanjutkan  dengan  proses
pergantian antarwaktu.

Tiga partai politik (parpol)
telah menonaktifkan kadernva
dari DPR. Salah satunya Partai
Nasdem yang p Minggu
(31/8/X memutuskan me-
nonaktifkan  Ahmad  Sahroni
dan Nafa Urbach dari keang-
gotaannya di DPR. Selain itu,

nat Nasional (PAN)
juga menonaktifkan dua kader-
nya, Eko Hendro l’m nomo atau

DPR Ad: |pun Partai Golkar me-
nonaktifkan Adies Kadir dari
DPR. Kelima anggota DPR itu
mendapat kritik publik lantaran
tidak mau menerima masukan

ilah nonaktif itu se-
k dikenal. Itu ha-
politik
untuk mengl critik pub-
lik. Padahal, tidak ada J».nn-w
kuensi hul\umm.l sumia seki
ujar pengajar hukum tata ne-
gara Fakultas Hukum Univer-
Mulawarman, Herdian-
syah Hamezah, Senin (1/9).
Menurut di o ingin me
nunjukkan sikap tegas, partai
seharusnya langsung member-
hent 7 kader tersebut dari

sitas

keanggotaan partai. Dengan be-
gitu, otomatis proses pergan-
tian antarwaktu (PAW) dapat
segera dimulai untuk menggan-
tikan posisi yvang kosong,

"Kalau dia dipecat sebagai
kader, otomatis diganti dong
sebagai anggota DPR. Tidak bi
sa hanya dibilang nonaktif Itu
sama saja seperti disuruh tidak
masuk kerja, tetapi masih ber-
status anggota DPR,” Katanya,

Langkah partaiwang memilih
menonaktifkan kaderdinilai se
bagal strateégi meredam kema-
rahan publik tanpa benar-benar
menyelesaikan persoalan. “Se-
olah-olah partai ingin menun-
Jukkan tanggung vab, tetapi
sehenarnya tidak dasar hu-
kumnya. Publik d nggap tidak
paham aturan, padahal jelas is
tilah itu tidak dikenal dalam
Undang-Undang MD3 (MFPR,
DPR, DPD, DPRDY ataupun Ta-
ta Tertib DPR kata Herdi-
ansyah.

Pengajar hukum tz
Fakultas Hukum Universitas 1s-
lam Indonesia (UL, Allan FG
Wardhana, menyarankan agar
partai melanjutkan status non-
aktif tersebut ke proses PAW.
Mekanisme PAW tinggal me-
239
1 alas-
an  pemberhentian  anggota
DPR adalah jika diusulkan oleh
parpal.

“Parpol telah menonaktifkan
schingga parpol harus segera
memberhentikan (yang ber-
sungkutan) dar  keanggotaan,
Dan, kemudian d tikan olch
calon anggota lain sesual de-
ngan ketentuan UL Parpol dan
UL MDD, ujar Allan

Meskipun  proses
hentian tersebut panj:

1 Negara

pember-
ng me

nurut Allan, hal itu menunjuk-
kan responsivitas parpol men-
jawah tuntutan publik vang
ingin memiliki anggota DPR
berkualitas dan sesuai harapan,
Setelah  pemberhentian  ram-
pung. parpol tinggal mencari
pengganti yung kompeten dan
vang bisa-belajar-dari peristiwa
sebelumnva.

“Tidak “ada ketentuan yang
mengatur nomenklatur nonak-
tif kalau untuk pemberhentian
anggota DPR. Pemberhentian
anggota DPR.nomenklaturnya
adalah PAW atau vang dalam
hukum tata neg ring di-
sebut dengan istilah reCall”
ucap Allan.

Penggunaan spesifik

Pengajar hukum tata negara

Universitas Indone: Titi Ang-
graini, mengatakan, istilah non-
aktif ada dalam UL M D3, tetapi
pengrunaannya sangat spesifik.
Pasal 1144 UU MD3  hanya
mengatur penonaktifan semen-
tara bagi pimpinan atau anggota
Mahkamah Kehormatan De
wan (MKD) vang sedang dipro-
tas aduan.
i, konteks nonaktif da-
lam UL MD3 itu hanya berlaku
pada posisi pimpinan atau ang-
gota MKD, bukan pada anggota
DPR secara umum,” kata Titi.

Peraturan DPR Nomor 1 Ta-
hun 2020 tenf Tata Tertib
DPR juga meneg:
pa. Di Juar itu, s
gotaan DPR hany
melalui mekanisme PAW seba-
gaimana diatur Pasal 239 UU
MD3, vang prosesnya melibat-
kan usulan partai, pimpinan
DPR, dan pe pan presiden

Oleh karena itu, menurut Ti-
ti. penonaktifan anggota DPR

oleh parpol kanvalah keputusan
internal. Secara hukum. anggo-
ta vang dinonaktifkan tetap
berstatus anggota DPR hingga
ada keputusan PAW,

Titi menekan nomenkla-
tur hukum sebaiknya diguna-
Kan secara tegas agar lidak me-
nimbulkan bias di masyarakat.
Jika partai memang member-
hentikan kader dart DPR, is-
tilahnya adalah pemberhentian,
bukan nonaktif, yang kemudian
diikuti dengan usulan PAW ke
pada pimpinan DPR

“Karena ini menyangkut ja-
batan=publik, maka keputusan
partai seéharusnya mengguna-
kan “istilih dan nomenklatur
hukum yang tegas agar tidak
menimbulkan bias dan kera-
gu-raguan di masyarakat,” ujar
nya

Sementara itu, anggota DPR
vang dinonaktifkan  partainyn
disebut tetap menjabat
legislator hirgga ada P/
ma belum ditarik dan diganti-
kan oleh n anggota legislatif
lain, mereka tetap berhak me
nerima gaji beserta tunjangan,

"Baik Tatib DPR maupun UU
MD3, memang tidak mengenal
ih (anggota DPR) nonaktif,”

Ketua Badan Anggaran
(Banggar) DPR 1 Abdullah
saat ditemui di Kompleks Par-
lemen, Jak: i

Said menjelaskan, UL MD3
hanya  mengatur  mekanisme
PAW anggota DPR. Dengan de-
mil . kelima anggota DPR
vang dinonaktifkan partai letap
ri hnln m hmgg,l.‘ da

iu

L lerima gaji.”

(aturan MD3), ya

kata
Said menutur
garan DPR, term

Vi,

n, pos ang-
suk gaji dan

tunjangan anggota, sudah dise-
rahkan ke Sekretariat Jenderal
DPR. "Banggar (badan anggar-
an) sudah memutuskan (ang-
garan). Sckarang kalau begitu
diputuskan, kan, di bagian pe-
laksana, pelaksananva bukan
Banggar, Itu kan sudah di KL
(kementerian lembaga)  ma-
sing-masing.” ucap Said.

Said menghormati keputusan
partai-partai politik yang me-
nonaktifkan kadernya. la mene-
kankan, langkah itu schaiknya
diikuti dengan keputusan sesu-
al aturan yang berlaku, vakni
menentukan apakah kader ter-
sebut hanya dinonaktifkan atau
segera diganti melalul mekanis-
me PAW,

Mekanisme PAW yang diatur
dalam Pasal 239 UU MD3 itu
melibatkan parpol, pimpinan
DPR, KPU, dan Presiden. Se-
orang anggota DPR dapat di-
berhentikan dari jabatannya ji-
ka meninggal, mengundurkan
diri, atau diberhentikan,

Anggota DPR juga dapat di-
berhentikan jika tak dapat me-
laksanakan tugas secara berke-
lanjutan selama tiga bulan tan-
pa keterangan. Selain itu, me-
langgar sumpah/janji jabatan
atau kode etik DPR: dyatuhi
pidana 5 tahun penjara :
lebih melalui putusan pengs
ing berkekuatan  hukum

I |rl i pnlmlm serta tidak lagi
memenuhi syarat sebagai calon
anggota DPR. Pemberhentian
juga dapat dilakukan jika ang-
gota DPR melanggar larangan
dalam UL MD3 dan diberhenti

kan se anggota parpol atau
menjadi anggota parpol lain.
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